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ABSTRACT 

Revenge porn is characterized by someone sharing and distributing a photo or video 

that shows a person's body in a naked state with the intention of taking revenge or on 

the basis of anger that is not conveyed to the intended victim. Victims of revenge porn 

in Yogyakarta who feel the impact of the spread of immoral content by perpetrators 

use legal channels to ensnare the perpetrators of spreading the immoral content. Even 

though they have been found guilty through the courts and imposed sanctions on the 

accused, the victims of revenge porn , who are generally women, feel that they have 

not received justice and legal protection. So there is a need for legal assistance and 

protection for the victims of revenge porn. 

The purpose of this research is to find out the impact suffered by the victims of revenge 

porn in Yogyakarta and to find out, describe and analyze the forms of legal protection 

and its provision to the victims of revenge porn in Yogyakarta. This study uses a 

descriptive analytical research type, which is a research by describing the problem 

through the process of collecting data, compiling and analyzing it. The research 

approach used is empirical law whose research sources do not focus on written law but 

on the findings directly in the field. The data collection method in this study used direct 

observation and interviews, to analyze the compiler data using qualitative analysis 

methods. The location chosen in this study is the Province of the Special Region of 

Yogyakarta. 

Some of the impacts felt by victims of revenge porn in Yogyakarta include 

psychological impacts, economic losses, social isolation, limited mobility. The victim 

feels stressed, depressed, ostracized by the environment, even the victim thinks and 

tries to end his life. Some of the legal protection measures provided to victims of 

revenge porn in Yogyakarta include consultation and legal assistance provided by the 

Legal Aid Institute, psychological and psychosocial recovery provided by the Witness 

and Victim Protection Agency and organizations observing victims of sexual violence, 

as well as filing for restitution for victims of revenge porn which is sought by the 

Witness and Victim Protection Agency through ratification in a court decision. Legal 

assistance is very helpful for revenge porn who are unfamiliar with the law in dealing 

with the law. Although psychological and psychosocial recovery does not directly heal 

the victim's psyche, it can slowly restore the victim's psyche. Efforts to apply for 

restitution for victims of revenge porn can reduce the material losses felt by victims 

due to the spread of immoral content that presents themselves, even though the value 

of restitution has been stated in the court's decision as a strong legal basis, but in its 

implementation it has not been carried out properly. 

  

Keywords: Protection, Victims, Revenge Porn, Yogyakarta. 
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ABSTRAK 

Pornografi balas dendam dicirikan dengan sseeorang membagikan dan 

menyebarluaskan sebuah foto atau video yang menunjukan tubuh seseorang dalam 

keadaan telanjang dengan niat untuk membalas dendam atau atas dasar sebuah amarah 

yang tidak tersampaikan kepada korban yang ia tuju. Korban-korban revenge porn di 

Yogyakarta yang merasakan dampak akibat disebarkannya konten asusila oleh pelaku 

menggunakan jalur hukum untuk menjerat pelaku penyabaran konten asusila tersebut. 

Meskipun telah diputus bersalah melalui pengadilan dan penjatuhan sanksi kepada 

terdakwa, para korban revenge porn yang umumnya adalah perempuan merasa belum 

mendapatkan keadilan dan perlidungan hukum. Sehingga perlu pendampingan dan 

perlindungan hukum terhadap para korban revenge porn. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang diderita oleh para korban 

revenge porn di Yogyakarta dan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis 

bentuk-bentuk perlindungan hukum dan pemberiannya kepada korban revenge porn di 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik yaitu suatu 

penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui proses pengumpulan data, 

penyusunan hingga menganalisisnya, pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

hukum empiris yang sumber penelitiannya tidak berfokus pada hukum tertulis 

melainkan hasil temuan langsung di lapangan. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung dan wawancara, untuk 

menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis kualitatif.  Adapun lokasi 

yang dipilih pada penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Beberapa dampak yang dirasakan korban revenge porn di Yogyakarta diantaranya 

dampak psikis, kerugian ekonomi, keterasingan sosial, mobilitas terbatas. Korban 

merasakan stress, depresi, dikucilkan oleh lingkungan sekitar, bahkan korban berpikir 

dan berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa upaya perlindungan hukum yang 

diberikan pada korban revenge porn di Yogyakarta diantaranya konsultasi dan 

pendampingan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum, pemulihan 

psikis dan psikososial yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

dan organisasi pemerhati korban kekerasan seksual, serta pengajuan restitusi bagi 

korban revenge porn yang diupayakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

melalui pengesahan dalam putusan pengadilan. Pendampingan hukum sangat 

membantu korban revenge porn yang awam akan hukum dalam berhadapan dengan 

hukum. Pemulihan psikis dan psikososial meskipun tidak secara langsung 

menyembuhkan psikis korban, namun secara perlahan dapat memulihkan psikis 

korban. Upaya pengajuan restitusi bagi korban revenge porn dapat meringankan 

kerugian materill yang dirasakan korban akibat disebarkannya konten asusila yang 

menampilkan dirinya, meskipun nilai restitusi telah tercantum dalam putusan 

pengadilan sebagai dasar hukum yang kuat, namun dalam pelaksaanaanya belum 

berjalan dengan semestinya. 

 

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, Revenge Porn, Yogyakarta.  



iv 
 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

  



v 
 

 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 

Hal  : Persetujuan Skripsi 

Lamp :- 

 

Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Di Yogyakarta 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta 

mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi berpendapat 

bahwa skirpis saudara : 

Nama  : Rahmad Anggian Dalimunthe 

NIM  : 18103040080 

Judul  : STUDI KASUS DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM 

KORBAN REVENGE PORN DI YOGYAKARTA 

 

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 

Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera 

dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

  Yogyakarta, 14 Maret 2022 

  Pembimbing Skripsi 

   

 

 

 

  Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. 

NIP. 19750615200003 1 001 



vi 
 

 

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

 

MOTTO 

 

 

 

Hidup Sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang lebih baik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media 

elektronik berkembang dengan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti-piranti, dan alat-alat yang 

mempermudah kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas setiap harinya. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kejahatan juga berkembang 

mengikuti perkembangan zaman. Angka kejahatan online atau cybercrime telah 

menjadi tren baru di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet 

yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari 

berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, 

trafficking, bullying dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online 

menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. 

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk ke  

dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan. Setiap orang 

dapat menjadi korban pornografi, anak-anak, perempuan, laki-laki, bahkan 

kaum waria. 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

mengartikan  pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan 
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di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.1 

Di era perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini pornografi 

diartikan dengan luas tidak hanya gambar, sketsa, foto yang memuat konten 

seksual dan  memiliki bentuk tetapi juga gambar, video, pesan obrolan yang 

memuat jelas konten seksual yang hanya dapat diakses melalui perangkat 

komunikasi dan komputer. Meskipun UU ITE dan UU Pornografi sejak lama 

telah mengatur mengenai hal tersebut, tak dapat dipungkiri hal tersebut masih 

beredar luas di dunia maya. Saat ini setiap orang bahkan anak-anak, dapat 

dengan mudah mengakses konten berbau pornografi.2 

Penyusun dibuat takjub tatkala tahu bahwa beberapa konten pornografi 

yang beredar di dunia maya ternyata sengaja disebarluaskan oleh seseorang 

untuk menyakiti dan merugikan pihak lain yang berada dalam konten 

pornografi tersebut. Yogyakrta sebagai kota pendidikan membuat masyarakat 

menjadikannya sebagai destinasi atau tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Keramahan dan ketenangan kota Yogyakarta 

                                                           
1 Wiryono Prodjodikoro, “Asas-asas Pidana di Indonesia” (Bandung: PT Reflika Aditama, 

2003), hlm. 20. 

2 Andi Najemi, Bernand Sipahutar, Kabib Nawawi, Lilik Puswastuti, Ramlam, “Bahaya 

Penyebaran Pornografi Dalam Bentuk Informasi Elektronik Dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik” , Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (2019), hlm. 

325. 
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membuat banyaknya perantau betah menetap dan tinggal sementara di 

Yogyakarta hingga masa pendidikannya selesai. 

Mahasiswa/mahasiswi yang merantau di kota tersebut merasa bebas 

karena minimnya pengawasaan dari pihak keluarga sehingga membuat nya 

merasa bebas melakukan segala aktivitas dengan sesuka hati, termasuk aktivitas 

seksual berasama dengan kekasihnya atau pacarnya. Minimnya pengawasan 

dan rendahnya keimanan membuat mahasiswa/mahasiswi dengan sengaja 

menyalurkan hasrat-hasrat seksual dengan lawan jenis nya dengan atau tanpa 

ikatan yang jelas. Mereka dengan tanpa rasa malu mengabadikan moment saat 

mereka bercinta, akan tetapi hal tersebut terkadang malah menjadi bumerang 

pada salah satu pihak tatkala pasangannya menyebarkan dan membagikan 

dokumentasi momen keintiman tersebut ke dunia maya disaat hubungan yang 

mereka jalin sudah berakhir atau sedang di landa pertengkaran. 

Merujuk pada kamus Cambridge, apabila diterjemahkan kata “Revenge 

Porn” memiliki makna sebagai gambar atau film seksual pribadi yang 

menampilkan orang tertentu yang dipasang di internet oleh mantan pasangan 

orang tersebut sebagai upaya untuk menyakiti mereka.3 

Pornografi balas dendam (revenge porn) bukanlah suatu hal yang baru 

terjadi di indonesia, kejahatan seksual ini semakin marak terjadi seiring dengan 

                                                           
3 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn diakses pada Hari Jumat, 8 

Oktober 2021 Pukul 18.51 WIB. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn
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berkembangnya teknologi yang ada, pengaksesan media sisoal yang bersifat 

bebas tidak menutup kemungkinan untuk setiap orang membagikan atau 

menyebarluaskan video yang memiliki unsur negatif dan berbau pornografi. 

Dalam pornografi balas dendam ini seorang pelaku membagikan dan 

menyebarluaskan sebuah foto atau video yang menunjukan tubuh seseorang 

dalam keadaan telanjang dengan niat untuk membalas dendam atau atas dasar 

sebuah amarah yang tidak tersampaikan kepada korban yang ia tuju. 

 Beberapa kasus revenge porn yang terjadi di Yogyakarta tidak hanya 

berhenti pada tingkat pelaporan ke kepolisian tetapi beberapa telah mendapat 

putusan sah dari pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili kasus 

tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 

31/Pid.Sus/2019/PN.Smn memutus bersalah pelaku revenge porn dengan 

penjatuhan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ditahun berikutnya, Hakim 

Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN.Smn 

memutus bersalah pelaku revenge porn dengan penjatuhan sanksi berupa 

pidana penjara 1 (satu) tahun  2 (dua) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima 

juta rupiah).   

Para terdakwa pada kedua kasus diatas menyebarluaskan konten yang 

melanggar asusila bertujuan menyakiti bahkan memeras korban yang 

merupakan mantan kekasihnya karena sakit hati dengan mantan kekasihnya 

tersebut. Hakim memutus bersalah para terdakwa pada perkara-perkara tersebut 
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karena terbukti melanggar ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik. 

Meskipun telah diputus bersalah melalui pengadilan dan penjatuhan 

sanksi kepada terdakwa, para korban revenge porn yang umumnya adalah 

perempuan merasa belum mendapatkan keadilan dan perlidungan hukum. Para 

korban merasakan stress, gangguan psikis, bahkan stigmasisasi dari lingkungan 

sekitar akibat penyebaran konten asusila tersebut. Sehingga perlu 

pendampingan dan perlindungan hukum terhadap para korban revenge porn. 

Oleh sebab itulah penyusun tertarik membahas skripsi dengan judul STUDI 

KASUS DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN REVENGE 

PORN DI YOGYAKARTA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi 

fokus penyusun adalah : 

1. Bagaimana pemberian perlindungan hukum terhadap korban revenge porn 

di Yogyakarta ? 

2. Apakah dampak-dampak yang diderita oleh para korban revenge porn  di 

Yogyakarta ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 
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Tujuan dari suatu penelitian adalah mengungkapkan apa yang hendak 

dicapai oleh peneliti4, adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dampak revenge porn terhadap korban di 

Yogyakarta 

b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk 

perlindungan hukum dan pemberiannya kepada korban revenge porn di 

Yogyakarta 

2. Penyusun berharap nantinya penelitian ini dapat memberi kegunaan dan 

manfaat diantaranya : 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum 

secara pustaka maupun observasi lapangan serta melatih 

kemampuan dalam penulisan karya ilmiah hukum. 

2) Menerapkan teori-teori dan kaidah hukum yang telah di dapatkan 

dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kasus yang 

terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung. 

3) Memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah kelimuan terkait 

tindak pidana pornografi khususnya revenge porn.  

b. Kegunaan Praktis 

                                                           
4 Soejono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18. 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

evaluasi bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada penegakan 

hukum terhadap pelaku revenge porn namun juga perlu memperhatikan 

aspek perlindungan terhadap korban revenge porn, serta menjadi 

masukan bagi lembaga terkait agar lebih terkoordinasi dalam 

memberikan perlidungan hukum terhadap korban tindak pidana revenge 

porn. 

D. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian lain yang  memiliki objek penelitian yang sama 

atau mirip yang penyusun temukan diantaranya : 

Pertama, Tiara Robiatul Adawiyah meneliti revenge porn dengan judul 

“Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge 

Porn)”. Tiara Robiatul Adawiyah berfokus melihat urgensi perlindungan 

hukum bagi korban Revenge Porn dan melihat bisakah hukum di Indonesia 

melindungi korban pornografi balas dendam melalui putusan-putusan 

pengadilan.5 Yang membedakan penelitian Tiara dan penelitian ini adalah 

penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik yakni di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak terhadap 

korban revenge porn serta tidak hanya melihat bagaimana negara memberikan 

                                                           
5 Tiara Robiatul Adawiyah, “Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam 

(Revenge Porn)”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018). 
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perlindungan hukum melalui putusan-putusan pengadilannya tetapi juga 

meneliti peranan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan 

hukum yang nyata bagi korban revenge porn. 

Kedua, Aliya Marsha Aziza menyusun skripsi dengan judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas 

Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)”. Dia 

mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran 

pornografi balas dendam di media sosial yang dilihat dari putusan hakim.6 Yang 

membedakan penelitian Aliya dengan penelitian ini adalah penelitian ini 

memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik yakni di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak terhadap korban 

revenge porn serta tidak hanya melihat bagaimana negara memberikan 

perlindungan hukum melalui putusan-putusan pengadilannya tetapi juga 

meneliti peranan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan 

hukum yang nyata bagi korban revenge porn. 

Ketiga, Adi Dharmawan menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan 

Yuridis terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas 

Dendam)”. Ia mengkaji unsur pasal, sanksi pidana serta pertimbangan hakim 

dalam putusan kasus tindak pidana revenge porn di Pengadilan Negeri Bekasi 

                                                           
6 Aliya Marsha Aziza, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi 

Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)”, Skripsi, Universitas Sriwijaya 

Palembang (2020). 
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yakni Putusan Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks.7 Yang membedakan 

penelitian Adi Dharmawan dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki 

ruang lingkup yang lebih spesifik yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak terhadap korban revenge porn 

serta tidak hanya melihat bagaimana negara memberikan perlindungan hukum 

tehadap korban melalui putusan-putusan pengadilan tetapi juga meneliti 

peranan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum 

yang nyata bagi korban revenge porn. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Viktimologi 

Viktimologi sebagai sebuah kajian ilmu mempelajari tentang korban, 

penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang 

merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Viktimologi juga 

mengkaji pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi 

terjadinya suatu victimisasi, faktor-faktor respon, serta upaya 

penanggulangan dan pemulihan korban.8 

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 

kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan 

                                                           
7 Adi Dharmawan, “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn 

(Pornografi Balas Dendam)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020). 

8 Didik Mulyana dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma 

dan Realita (Depok: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 34.  
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mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan 

mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka 

dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa 

setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan 

dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. 

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai 

aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya 

kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi 

terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.9 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.10 

Fitzgerald berpendapat bahwa teori pelindungan hukum berarti bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan 

                                                           
9 Didik Mulyana dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma 

dan Realita, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 33. 

10  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cetakan Ke-V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54. 
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cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum 

adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki 

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur 

dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan 

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara 

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah 

yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 

hal lainnya. Berkaitan dengan korban, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak korban akibat suatu tindak pidana yang 

menimpa dan mencederai dirinya.11 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam 

mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, 

                                                           
11 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,(Surabaya: Bina Ilmu, 

1987), Hlm. 25. 
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menarik kesimpulan dan mencari solusinya.12 Adapun metode yang penyusun 

gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penyusun gunakan untuk meneliti apa saja dampak 

yang diderita korban revenge porn dan bagaimana pemberian perlindungan 

hukum korban revenge porn di Yogyakarta adalah jenis penelitian lapangan 

atau field research, yaitu suatu penelitian yang mencari data secara 

langsung ke lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai bahan 

penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang 

memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan masalah melalui 

pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan 

selanjutnya diberi penilaian.13 Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan 

data mengenai dampak korban revenge porn dan bentuk perlindungannya 

yang kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan teori hukum 

serta peraturan perundang-undangan yang ada. 

3. Pendekatan Penelitian 

                                                           
12 Suryana, “Metode Penelitian Model Praktis,Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, 

(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15. 

13 Rianto Adi, “Metode Penelitian Sosial dan Hukum” (Jakarta: Granat 20004), hlm. 128. 
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Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan hukum empiris, pokok kajiannya adalah hukum yang 

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial 

yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan 

hidup bermasyarakat. Sumber penelitiannya tidak berfokus pada hukum 

tertulis, melainkan hasil observasi langsung di lapangan.14 

4. Sumber Data 

Pada penelitian ini penyusun menggunakan beberapa data yaitu data primer 

dan sekunder, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Karena jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian 

lapangan atau field research maka data primer yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

1) Observasi Langsung 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap fenomena 

sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Adapun pada penelitian ini penyusun menggunakan 

teknik observasi partisipatif atau partisifan pasif, artinya pengamat 

                                                           
14 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 54. 
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sebagai partisifat masuk ke dalam kelompok atau objek penelitian 

dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai pengamat.15 

Penyusun guna mencari data lapangan dalam penelitian bertindak 

sebagai observer. Observer bertugas melihat obyek penelitian dan 

kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen 

momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan 

dengan yang tidak diperlukan.16 

2) Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan, umumnya dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Wawancara bertujuan mengumpulkan 

informasi dan bukan untuk merubah atau mempengaruhi pendapat 

responden.17  

Penyusun dalam penelitian ini  menggunakan bentuk wawancara 

relatif berstruktur. Wawancara relatif berstruktur yaitu wawancara 

                                                           
15 Hasyim Hasanah, “Teknik-Tekik Obersvasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data 

Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)” Jurnal at-Taqqadum, Vol. 8, No. 1, Juli 2016., hlm. 31. (Semarang: UIN 

Semarang  

16 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta 2004), 

hlm. 63. 

17 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

hlm. 86. 
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yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan beserta alternatif jawabannya. Namun sangat terbuka 

bagi perluasan jawaban. Jawaban yang diberikan respoden bukan 

berarti dapat keluar dari alternatif yang dibuat oleh peneliti.18 

Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada korban 

revenge porn di Yogyakarta, pihak Lembaga Bantuan Hukum Sikap 

Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang 

memberikan bantuan dan perlidungan hukum bagi korban revenge 

porn. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada.19 Adapun bentuk dokumen yang 

penyusun gunakan berupa rekaman suara dan/atau transkrip 

wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang menunjang atau melengkapi data 

primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan 

yang mengatur mengenai tindak pidana revenge porn di Indonesia, 

                                                           
18 Sudarwan Danim, “Menjadi Peneliti Kualitatif”, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 139. 

19 Hardani dkk, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantiatif”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2020), hlm. 149.  
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buku-buku, jurnal hukum serta artikel yang bersumber dari internet 

yang membahas mengenai tindak pidana revenge porn. 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas dan 

mengatur mengenai permasalahan penelitian yang penyusun gunakan 

pada penelitian ini adalah : 

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

 

c. Data Tersier 

Data tersier ialah data/bahan informasi hukum yang telah 

terdokumentasi maupun tersaji melalui media.20 Data terserier yang 

digunakan berupa artikel internet, jurnal hukum, kamus hukum yang 

membahas mengenai permasalahan penelitian. 

5. Teknik Analisis 

                                                           
20 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” Jurnal 

Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3 Maret 2006., hlm. 93. 
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Setelah data didapatkan, data akan dianalisis oleh penyusun dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan 

upaya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih 

dan memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menumkan pola, menemukan apa-apa 

yang penting, dan apa apa yang dipelajari.21 Setelah data-data tersebut 

diseleksi kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir secara 

deduktif untuk menganalisis bagaimana dampak dan perlindungan hukum 

korban tindak pidana revenge porn di Yogyakarta.  

                                                           
21 M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2014) , hlm. 247. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang 

menguraikan mengenai penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : 

Bab Pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri 

dari tujuh sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pustaka, kerangka teoritik , metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, memaparkan secara mendalam kerangka teoritik yang terdapat 

pada bab pertama dalam urgensi perlindungan hukum korban kejahatan online.  

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun memaparkan pengertian revenge porn, 

pengaturan revenge porn dalam hukum positif, motif revenge porn serta 

dampak-dampak revenge porn terhadap korban di Yogyakarta.  

Bab Keempat, berisi Analisis penyusun mengenai pemberian perlindungan 

hukum korban revenge porn di Yogyakarta. Pemberian perlindungan hukum 

oleh lembaga bantuan hukum di Yogyakarta dianalisis dengan menggunakan 

teori viktimologi dan perlindungan hukum. 

Bab Kelima, pada bab ini penyusun memaparkan hasil kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan disertai saran-saran terkait dampak dan perlindungan 

hukum korban revenge porn  di Yogyakarta.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mendeskripsikan dampak-dampak yang dirasakan  para korban 

revenge porn, dan menganalisis pemberian perlindungan hukum pada korban 

revenge porn di Yogyakarta dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tindak Pidana penyeberan konten seksual tanpa konsen baik dengan 

motif membalaskan dendam (revenge porn), pemerasan dan motif-

motif lainnya memberikan dampak bagi korban tindak pidana. Beberapa 

dampak yang dirasakan korban revenge porn di Yogyakarta diantaranya 

dampak psikis, keterasingan sosial, mobilitas terbatas. Dampak psikis 

yang dirasakan korban revenge porn diantaranya stress, rasa malu, 

ketidakpercayaan dengan diri sendiri, kecemasan dan depresi. Dampak 

keterasingan sosial dapat dilihat dari perilaku korban yang menarik diri 

dari lingkungan sosialnya yang telah lama mengenal dirinya, alasan 

korban melakukan hal tersebut karena rasa malu akibat disebarkannya 

konten seksual yang menampilkan dirinya oleh pelaku tindak pidana. 

Dampak keterasingan sosial juga berhubungan dengan dampak 

mobilitas terbatas. Korban tindak pidana revenge porn tidak akan meng-

asingkan dirinya atau menarik diri dari lingungan sosialnya apabila 
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lingkungan sosialnya tidak memandang negatif dan memberi stigma 

buruk para korban revenge porn. Lingkungan sosial korban baik rekan, 

teman, dan keluarga harusnya dapat menjadi support system bagi 

korban untuk memulihkan dampak psikisnya bukan malah menstigma 

dan me-labelling korban revenge porn. 

2. Beberapa upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban 

revenge porn di Yogyakarta diantaranya bantuan konstultasi dan  

pendampingan hukum (oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogakarta dan 

Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik), pemulihan 

psikis atau psikososial (oleh psikiater dari lembaga non pemerintahan 

pemerhati perempuan korban kekerasan seksual Rifka Annisa yang 

bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta), serta 

restitusi yang diupayakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban. Pemberian bantuan konsultasi dan pendampingan hukum bagi 

korban revenge porn sangat membantu korban dalam berhadapan 

dengan hukum. Pemberian pemulihan psikis kepada korban revenge 

porn meskipun tidak secara sepenuhnya dapat menyebuhkan mental 

korban namun secara perlahan-perlahan dapat menyembuhkan psikis 

korban dari rasa stress, cemas, keterasingan diri dan keinginan untuk 

bunuh diri. Upaya pergantian biaya kerugian korban revenge porn  

menggunakan mekanisme restitusi seharusnya dapat meringankan 
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kerugian materill korban revenge porn apabila pelaku tindak pidana 

melaksanakan kewajibannya membayar biaya restitusi kepada korban. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan setelah mempelajari dan 

mendalami dampak-dampak dan perlindungan hukum korban revenge porn di 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan sosialiasi dan edukasi dampak-dampak revenge porn, 

pergaulan bebas, pola hubungan yang sehat, serta konsep privasi diri, 

khususnya bagi para perempuan, karena perempuan lah yang secara 

dominan menjadi korban revenge porn. 

2. Pembuat peraturan harunsya menetapkan regulasi yang jelas mengenai 

pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana, agar para pelaku tindak 

pidana melakukan kewajibannya membayar biaya restitusi kepada korban 

tindak pidana. Dan apabila pelaku secara nyata tidak mampu membayarkan 

biaya restitusi yang telah diputus oleh Hakim, harusnya ada pilihan hukum 

lain yang dapat dilakukan seperti mengkoversi biaya restitusi menjadi 

hukuman pidana penjara. 
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